BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1}

Penerapan hukuman disiplin PNS di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A
Bukittinggi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
dimana PNS yang melakukan pelanggaran berupa mengeluarkan WBP
(warga binaan pemasyarakatan) yang belum di TPP dan Asimilasi dijatuhi
hukuman disiplin tingkat ringan, PNS yang melakukan pelanggaran berupa
dengan hasil tes urine positif menggandung amphetamine/shabu-shabu
dijatuhi hukuman sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sanksi disiplin pegawai
Lemabaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi pada dasarnya tidak ada
permasalahan, hanya saja terdapat beberapa kendala teknis yaitu tidak valid
atau detailnya data terhadap laporan dugaan pelanggaran disiplin PNS,
proses penjatuhan disiplin yang membutuhkan waktu yang lama, serta dalam
usulan hukum yang dijatukan masih terbilang ringan. hal ini bisa kita lihat
dalam kasus hukuman disiplin sedang yang telah penulis paparkan
sebelumnya, bahwa hukuman yang diberikan terhadap pegawai yang

terindekasi narkoba hanya dijatuhi hukuman disiplin ringan oleh Kepala
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Lembaga Pemasyarakatan Klas I1A Bukittinggi Sumatera Barat disebabkan
oleh adanya rasa toleransi oleh atasan yang berwenang untuk menjatuhkan

hukuman disiplin terhadap bawahannya yang melanggar disiplin PNS.

71



A. SARAN

1. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Lembaga
Pemasyarakatan Klas I1A Bukittinggi Sumatera Barat ditemukan bahwa perlu
adanya penegakan hukum yang tegas dan pemahaman tentang jenis hukuman
disiplin.

2. Memberikan suatu reward atau penghargaan kepada PNS yang menjalankan
dan tidak melanggar peraturan tentang Disiplin PNS.

3. Penulis berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai
bahan pertimbangan dalam rangka penerapan hukuman disiplin disuatu

instansi yang terkait.
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